BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Leroy Beaulieu pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak
yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk

menutup belanja pemerintah.

Prof. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment (Siti Resmi,2016:1).

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2016:1) pajak adalah sebagai suatu

kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
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keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk

memelihara kesejahteraan secara umum.

b. Tujuan Perpajakan

Menurut R. Nurkse dalam Lestari (2013) secara umum tujuan yang dapat dicapai dari

diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu

negara yaitu

1.

untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari
konsumsi ke investasi.

untuk mendorong tabungan dan menanam modal.

untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah
sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke
tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
untuk mmodifikasi pola investasi.

untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan

untuk memobilisasi surplus ekonomi

c. Manfaat Pajak

Menurut Suparmoko dalam Jeanie (2013) manfaat pajak digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang

bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif

barang ekspor).

2. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan

keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan

dan pertanian).
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3. Membiayai pengeluaran yang Dbersifat tidak self liquiditing dan tidak
reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan
objek rekreasi).

4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran
untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk
penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim

piatu).

d. Penerapan Sistem Perpajakan di Indonesia

Sejak tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment
System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif,
menghitung, serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib
Pajak diangga mampu menghitung pajak dan memahami undang-undang perpajakan
yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti

pentingnya membayar pajak (Siti Resmi,2016:11).

2.1.2 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.
Wajib Pajak dibagi menjadi dua :

1. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki

penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang
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wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP),
kecuali ditentukan dalam undang-undang.

. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.3 Obyek Pajak
Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang Pajak Penghasilan

menyebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, termasuk:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
laba usaha;
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
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2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama
dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

“AMNESTI PAJAK MEMODERASI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)
(Studi Pada KPP Pratama Kepanjen)”
Author: OPIE NATASYA FEBRIANTI NPK: A.2014.1.32818



11

K. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
0. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak;

g. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

S. surplus Bank Indonesia.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Diyat (2015) tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk
menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang berdasarkan kepada
keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Jenis-jenis tarif pajak :

1. Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin
besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.
Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
tarif pajak progresif berlaku untuk Pajak Penghasilan (Pph) dengan tarif
sebagai berikut :

Wajib Pajak Dalam Negeri yang memiliki penghasilan :
Tabel 2.1
Tarif Pajak Progresif

Jumlah Penghasilan Tarif Pajak
Penghasilan 0 sampai Rp. 50.000.000 5%
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Penghasilan Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000 15%
Penghasilan Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 25%
Penghasilan diatas Rp. 500.000.000 30%

2. Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah
tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang
dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Contoh dari tarif degresif
yaitu bea cukai. Ketika obyek pajak yang ingin di ekspor atau impor :

Tabel 2.2
Tarif Pajak Degresif

Jumlah Tarif Pajak
Berkisar antara 0 sampai Rp. 25.000.000 15%
Berkisar antara Rp. 25.000.000 sampai Rp. 50.000.000 12,5%
Berkisar antara Rp. 50.000.000 sampai Rp. 100.000.000 10%

3. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan
persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan
pajak. Contoh dari tarif proporsional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
berdasarkan pada Undang-Undang No 49 Tahun 2009 pasal 7 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
dengan tarif pajak sebesar 10% dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
berdasarksn pada Undang-Undang No 12 Tahun 1994 Pasal 5 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan dengan tarif pajak sebesar 0,5%.

4. Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa
memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini
diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM) dengan
tarif senilai Rp. 3.000 atau Rp. 6.000.
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2.1.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Cindy dan Yenni (2013) sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang

yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah

hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar

uang. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Randi et al (2016) menjelaskan bahwa

sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan

perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi :

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

e Sanksi Administrasi Berupa Denda

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa yang terkena sanksi administrasi

berupa denda sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa :

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas
waktu  perpanjangan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang
pribadi.
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e Pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa :

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran
yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak
akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan
sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut
dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang
kurang dibayar

e Pasal 14 ayat 4 menyatakan bahwa :
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-
masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar

Pengenaan Pajak.

e Sanksi Aministrasi Berupa Bunga
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa yang terkena sanksi administrasi
berupa bunga sebagai berikut :
e Pasal 8 ayat 2 dan 2a menyatakan bahwa :
Ayat 2 : Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang
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dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat 2a : Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

bulan.

e Pasal 9 ayat 2a dan 2b menyatakan bahwa :

Ayat 2a : Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahun Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Ayat 2b : Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh
tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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e Pasal 13 ayat 2 dan 5 menyatakan bahwa :

Ayat 2 : Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar.

Ayat 5 : Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah
jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e Pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa :
Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telahlewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib
Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana

lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

e Pasal 14 ayat 3 dan 5 menyatakan bahwa :

Ayat 3 : Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Ayat 5 : Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih
kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan
tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

e Pasal 19 menyatakan bahwa :

1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat
jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
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untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya
Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

2. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau
menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan
sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya
terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari
saat berakhirnya batas waktu penyampaian  Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b dan huruf ¢ sampai dengan tanggal dibayarnya
kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

e Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa yang terkena sanksi administrasi
berupa bunga sebagai berikut :
e Pasal 8 ayat 5 menyatakan bahwa :
Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang
kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan

tersendiri dimaksud disampaikan.

e Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa :
Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d

ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

a) 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau
kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan
dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang

dibayar.

e Pasal 13A menyatakan bahwa :
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana
apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak
dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang
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kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

e Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa :
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah kekurangan pajak tersebut.

e Pasal 17C ayat 5 menyatakan bahwa :
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

e Pasal 17D ayat 5 menyatakan bahwa :
Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

persen).
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2. Sanksi Pidana

e Pidana kurungan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa yang terkena sanksi pidana

kurungan sebagai berikut :

e Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa :

Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
e Pasal 41A menyatakan bahwa :

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang

diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja

tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau

bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah).

e Pasal 41C menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
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3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan
informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan
informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada
negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

e Pidana penjara
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa yang terkena sanksi
pidana penjara sebagai berikut :
e Pasal 39A menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja:

1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak
6 (enam) kali jJumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan

pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
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e Pasal 41 ayat 2 menyatakan bahwa :
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

e Pasal 41B menyatakan bahwa :
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2.1.6 Sunset Policy

a. Pengertian Sunset Policy

Sunset Policy (penghapusan sanksi administrasi) adalah kebijakan pemberian fasilitas
perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi
administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009). Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada
Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data
kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal
Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah
dilaksanakan olen masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan
sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 ini
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi

kewajiban perpaja kan secara sukarela dan melaksana kannya dengan benar. Di dalam
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Pasal 37A UU Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)
disebutkan:

1.

2.

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya
Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun
setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi
administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak
sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan
pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan
bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau

menyatakan lebih bayar.

Peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah
Nomor : 66/PMK.03/2008. Yang diatur lebih lanjut adalah Wajib Pajak orang pribadi

yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah yang

memenuhi

syarat-syarat shb :

1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008
2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan,

penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan
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3. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan
sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
paling lambat 31 Maret 2009

4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 29,
pasal 4 ayat 2, dan pasal 15

Wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh
Orang Pribadi /Badan sebelum tahun 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih
harus dibayar menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pada dasarnya
Sunset Policy bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten,
patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat
sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak (Mira, 2010)

b. Jenis — Jenis Sunset Policy
1. Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Baru

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Wajib
Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya. Fasilitas
pembebasan sanksi ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi saja
yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang
memperoleh NPWP dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk
dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela ini sehingga dapat menggunakan
fasilitas sunset policy. Termasuk dalam lingkup penyampaian SPT Tahunan Pajak
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Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi penyampaian SPT Tahunan
Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

a. Pajak Penghasilan Pasal 29 tentang PPh Kurang Bayar (KB) yang
tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang
dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh
Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak
(WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran
pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun
kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31
Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak
Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tentang pajak atas penghasilan

sebagai berikut:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. penghasilan berupa hadiah undian;

3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan

persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
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5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

c. Pajak Penghasilan Pasal 15 tentang pajak penghasilan dari perusahaan
pelayaran; penerbangan internasional / penerbangan; perusahaan
asuransi asing; perusahaan pengeboran minyak; dan perusahaan yang
berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah ‘build-operate-transfer’,
yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk
infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan

lain-lain.

yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Lama

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang sudah
terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik Orang Pribadi
maupun Badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007. Termasuk dalam
lingkup pembetulan SPT Tahunan Pajak meliputi pembetulan SPT Tahunan
Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

a. Pajak Penghasilan Pasal 29 tentang PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum
dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak
yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan
24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki
kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun
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buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi
paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi
Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tentang pajak atas penghasilan sebagai
berikut:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. penghasilan berupa hadiah undian;

3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan

5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

c. Pajak Penghasilan Pasal 15 tentang pajak penghasilan dari perusahaan
pelayaran; penerbangan internasional / penerbangan; perusahaan asuransi
asing; perusahaan pengeboran minyak; dan perusahaan yang berinvestasi
dalam bentuk bangun-guna-serah ‘build-operate-transfer’, yang biasanya
terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti

pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain.

yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
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2.1.7 Amnesti Pajak

a. Pengertian Amnesti Pajak

Menurut Anshar (2017) Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan
kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai
ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar
uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada
selama ini dianggap telah diputinkan dan atas beberapa utang pajak juga
dihapuskan. Namun menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Sedangkan menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax
Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Pengampunan Pajak.

b. Jenis-Jenis Amnesti Pajak

Menurut Anshar dikutip dari Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe-tipe
Amnesti Pajak yaitu:

1) Filling amnesty
Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi
Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-
filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi
SPT.
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2) Record-keeping amnesty
Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara
dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib
Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3) Revision amnesty
Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu
tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi.
Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki
SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih
harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum
dibayar (outstanding). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal
terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4) Investigation amnesty.
Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber
penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat
sejumlah uang pengampunan (amnesty fee) yang harus dibayar.
Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan
dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau
jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal
dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (laundering
amnesty).

5) Prosecution amnesty
Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi
Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan

dengan membayarkan sejumlah kompensasi.
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c. Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak
Menurut Undang-undang No 11 tahun 2016 pasal 4 tentang pengampunan
pajak menyebutkan bahwa :

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan
pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku;

b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan
keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2016; dan

c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebesar:

a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada
bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku;

b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada
bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
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c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret
2017.

3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai
dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada
Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai
Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam
Surat Pernyataan; atau

b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat
Pernyataan,

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak

Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

d. Subyek dan Obyek Amnesti Pajak
e Subyek Amnesti Pajak

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2016 pasal 3 tantang
pengampunan pajak menyebutkan bahwa subyek Amnesti Pajak

sebagai berikut :
1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

2. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak
yang  mempunyai  kewajiban = menyampaikan  Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
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3. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus
mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperolen Nomor
Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak.

4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
b. dalam proses peradilan; atau

c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan.
e Obyek Amnesti Pajak

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2016 pasal 3 tentang
pengampunan pajak menyebutkan bahwa obyek Amnesti Pajak

sebagai berikut :

1. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta
yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai
dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum

sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
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3. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,
terdiri atas kewajiban:
a. Pajak Penghasilan; dan
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

e. Tujuan Amnesti Pajak

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2016 pasal 2 tentang pengampunan pajak
menyebutkan bahwa Amnesti Pajak bertujuan untuk :

a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan
Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas
domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan

peningkatan investasi

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih
berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,

komprehensif, dan terintegrasi; dan

c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk

pembiayaan pembangunan.

Sedangkan menurut Anshar dikutip dari Darusalam (2015) tujuan Amnesti Pajak

sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun
seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya amnesti pajak. Hal ini akan
berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan amnesti pajak
dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program amnesti

pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.
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2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang
Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian amnesti pajak.
Para pendukung amnesti pajak umumnya berpendapat bahwa kepatuhan
sukarela akan meningkat setelah program amnesti pajak dilakukan. Hal ini
didasari pada harapan bahwa setelah program amnesti pajak dilakukan Wajib
Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan,
maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari

kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau aset
Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program
amnesti pajak merupakan salah satu tujuan pemberian amnesti pajak. Dalam
konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian amnesti pajak
juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa
perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut.
Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri
ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas
pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada

bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru
Amnesti pajak dapat di justifikasi ketika amnesti pajak digunakan sebagai alat

transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

2.1.8 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Usman (2010) pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1)
pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan,
(4) mengerti benar(akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Sehingga
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dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahamicara
mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak. Wajib Pajak yang
tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib
Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan
perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan
diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Wajib Pajak yang benar-benar paham, mereka akan memahami sanksi adminstrasi
dan sanksi pidana sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang
mengharapkan seseorang mampu memahami arti, tujuan dan arti dari maksudnya.
Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami isi dari suatu
peraturan yang ada, maka dapat mengubah, mengatur, menjelaskan,
mendemonstrasikan, dan memberi contoh sehingga dalam hal ini mampu

memberikan peningkatan dalam kepatuhan.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Viga (2012) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau
organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Menurut Diyat dalam Pratama (2015) kepatuhan wajib pajak adalah wajib
pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang
memenuhi Kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak. Menurut Cindy dan Yenni (2013) kepatuhan Wajib
Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri
dan berhubungan dengan Kkarakteristik individu yang menjadi pemicu dalam
menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan,

faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman
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terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda
dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib
Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Dalam pajak, aturan
yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah
kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi
wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 Menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai
berikut:

“ (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adamya surat ketetapan pajak. (2)Jumlah pajak yang
terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Oleh Wajib Pajak adalah
jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan

perpajakan....”

2.2 Penelitian Terdahulu

Diyat Suhendri (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan, Tarif
Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. Hasil penelitian
menunjukan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di
Kota Padang.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh
Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Hasil

penelitian menunjukan bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan
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terhadap kepatuhan wajib pajak, Tax amnesty dan Sanksi pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangonting (2013) melakukan penelitian mengenai
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan,
Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi
perpajakan, dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib orang pribadi pajak di Surabaya.

Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)
melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak
Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat
Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan
perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan
memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor di samsat Kota Malang.
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Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Diyat Suhendri Pengaruh Pengetahuan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(2015) Tarif Pajak, dan Sanksi a. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif

Pajak Terhadap Kepatuhan | terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Wajib Pajak Orang Pribadi | Pribadi,
yang Melakukan Kegiatan | b. Tarif Pajak tidak berpengaruh positif
Usaha dan Pekerjaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Bebas di Kota Padang Pribadi,
c. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan
positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Jumlah responden : 100 orang wajib pajak.

2 Ngadiman dan mengenai Pengaruh Sunset | Hasil penelitian menunjukan bahwa sunset
Daniel Huslin Policy, Tax Amnesty, Dan | policy berpengaruh negatif dan tidak
(2015) Sanksi Pajak Terhadap signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

Kepatuhan Wajib Pajak Tax amnesty dan Sanksi pajak

(Studi Empiris Di Kantor berpengaruh positif dan signifikan

Pelayanan Pajak Pratama | terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jakarta Kembangan) Jumlah responden : 100 orang wajib pajak
yang ada di wilayah Kembangan.

3 Cindy Pengaruh Kesadaran Wajib | hasil penelitian menunjukkan bahwa
Jotopurnomo dan | Pajak, Kualitas Pelayanan | kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan
Yenni Fiskus, Sanksi Perpajakan, | fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan
Mangonting Lingkungan Wajib Pajak Wajib Pajak berada berpengaruh positif
(2013) Berada Terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Surabaya.

Orang Pribadi di Surabaya. | Jumlah Responden : 100 orang Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan
Surabaya

4 Randi Ilhamsyah, | Pengaruh Pemahaman dan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Maria G Wi Pengetahuan Wajib Pajak | variabel pengetahuan dan pemahaman
Endang, dan Tentang Peraturan wajib pajak tentang peraturan perpajakan,
Rizky Yudhi Perpajakan, Kesadaran kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan,
Dewantara Wajib Pajak, Kualitas dan sanksi perpajakan mempunyai
(2016) Pelayanan dan Sanksi pengaruh yang positif terhadap kepatuhan

Perpajakan Terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang

Kepatuhan Wajib Pajak terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota

Kendaraan Bermotor di Malang.

Samsat Kota Malang Jumlah responden : 100 orang wajib pajak
kendaraan bermotor yang terdaftar di
Samsat Kota Malang.
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2.3 Hipotesis

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya pemikiran
teoritis yang menggambarkan suatu kerangka konseptual yang merupakan panduan
dan sebagai perumusan hipotesis. Kerangka pemikiran akan digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pemahaman H1 Kepaj[uhan Wajib
Wajib Pajak = > Paj_ak O_rang
(X1) Pribadi (Y)
H2

Amnesti Pajak
(X2)

2.3.2 Merumuskan Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.

H2 . Amnesti Pajak memperkuat pengaruh positif antara pemahaman wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
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